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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, disebabkan oleh 

beberapa faktor, faktor yang pertama disebabkan oleh kurangnya akses 

pendidikan, kekurangan kesempatan pendidikan dapat menyebabkan 

kurangnya perkembangan intelektual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

produktivitas.1 Dengan tidak memberikan pengetahuan dan keterampilan 

kepada individu, pendidikan tidak dapat meningkatkan produktivitas dan tidak 

dapat membuka peluang di pasar kerja, dan faktanya masih sering dijumpai di 

Indonesia dengan kualitas pendidikan yang sangat minim dan jauh dikatan 

layak. 

Faktor yang kedua, adanya Pemutusan Hubungan Kerja atau biasa yang 

kita kenal dengan PHK, perusahaan akan melakukan PHK terhadap 

karyawannya atau pekerja, jika perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian 

yang besar. Menurut Badan Pusat Statistik PHK massal yang terjadi di 

Indonesia di tahun 2025, misalnya pada sektor industri tekstil mengalami 

peningkatan sebesar 1,5% dari tahun-tahun sebelumnya.2 

 
1 Khotibul Umam and Imahda Khoiri Furqon, “Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja, Dan 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Pada Tahun 2021,” SOSEBI 

Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam 4, no. 1 (2024): 46–59, 

https://doi.org/10.21274/sosebi.v4i1.9410. 
2 Hilma Harmen et al., “ANALISIS DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

(PHK) TERHADAP KARYAWAN DAN ORGANISASI: STUDI KASUS PT.SRITEX,” Jurnal 

Review Pendidikan Dan Pengajaran 8, no. 1 (March 20, 2025): 3582–88, 

https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.44061. 
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Faktor yang ketiga, sulitnya masyarakat Indonesia untuk mencari 

pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadikan masyarakat 

banyak yang menganggur dan tidak bekerja. Ditambah lagi dengan syarat-

syarat pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan sangat menyulitkan. Era 

sekarang banyak perusahaan yang berlaku diskriminatif yaitu hanya 

membolehkan jenis kelamin tertentu, umur, dan penampilan yang menarik, 

diskriminatif dalam hal beragama bahkan penyandang disabilitas kadang 

mendapatkan perlakuan yang tidak adil.3  

Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia 

menduduki Presentase Penduduk Miskin sebesar 8,47% pada bulan maret 2025, 

dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,76% pada bulan Februari 2025.4 

Jika faktor-faktor kemiskinan diatas jika tidak segera ditangani oleh 

Pemerintah, maka angka kemiskinan di Indonesia akan terus meningkat, bahkan 

masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

sehingga akan memicu masyarakat untuk melakukan hal apa saja bahkan hal 

yang sudah dilarang oleh Pemerintah yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Karena demikian didalam pasal 24 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negara.5 Terkait masalah pengemis dan gelandangan memang 

seyogyanya menjadi tanggungjawab penuh oleh pemerintah untuk dicarikan 

 
3 Amanda Raissa, “PERLINDUNGAN BAGI PARA PENCARI KERJA DARI 

KUALIFIKASI PERUSAHAAN YANG DISKRIMINATIF,” Mimbar Keadilan 12, no. 2 (July 10, 

2019): 262, https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2482. 
4 Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik,” 2025, https://www.bps.go.id/id. 
5 BAPPENAS RI, “Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945 Warga dan Negara § 

(1945). 
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solusi yang komprehensif dan konkrit, agar permasalahan ini tidak menjadi 

kebiasaan bagi masyarakat Indonesia.6 

Pemerintahan daerah seharusnya bisa membenahi daerah otonomnya 

dengan bijak, karena Pemerintah pusat sudah mendelegasikan kekuasaannya 

kepada Pemerintah daerah berupa kewenangannya yaitu menangani tugas dan 

urusan wajib seperti; Pelayanan administratif, Kebutuhan dasar (pendidikan dan 

pekerjaan yang layak), dan Infrastruktur.7 Dalam hal ini jika pemerintah tidak 

segera memberikan solusi kepada masyarakat, maka bentuk protes kecil 

masyarakat adalah melakukan kegiatan mengemisan atau meminta-minta 

dipinggir jalan,  karena dengan hal tersebut seseorang akan mendapatkan uang 

secara cuma-cuma dari belas kasihan orang, sehingga para pengemis bisa 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Fenomena mengemis sudah banyak 

dijumpai oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Selain dari 

mengemis, masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan mereka hanya 

menggelandang di pinggir jalan yang hal tersebut dapat mempengaruhi tatanan 

kota. 

Dalam Islam, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk 

berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan pekerjaan apapun 

tentunya pekerjaan yang halal dan dengan sebaik-baiknya, disamping itu beliau 

mengajarkan untuk hidup sederhana walaupun dalam kaya sekalipun.8 Dari 

 
6 Nanda Erlambang, “Efektivitas Kebijakan Penertiban Pengemis Di Kota Malang,” 

Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) 13, no. 2 (2023): 60–65, 

https://doi.org/10.38156/gjkmp.v13i2.170. 
7 Nuria Siswi Enggarani et al., Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Bingkai Negara 

Kesatuan (Muhammadiyah University Press, 2025). 
8 Abdul Muiz, “MENGEMIS DALAM PERSPEKTIF Al-QUR’ĀN ANALISIS TAFSIR 

AL-MANAR KARYA MUHAMMAD ‘ABDUH DAN MUHAMMAD RASYID RIDHA,” El-
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Hubsyi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

رَ  يََ كُلُ  فَكَأَنماَ  فَ ق ر   غَي ِ  مِن   سَأَلَ  مَن مَ  الْ   

“Barangsiapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan 

akan memakan bara api.” (HR. Ahmad 4/165. Syaikh Syu’aib Al Arnauth) 

berkata bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lain).9  

Dalam kitab Minhajul Qashidin, disebutkan bahwa mengemis atau 

meminta-minta dengan belas kasihan orang lain itu dilarang karena hal tersebut 

erat kaitannya dengan penghinaan diri dan keluhan, yang tidak pantas dilakukan 

oleh seorang mukmin. Selain itu, mengemis seringkali disertai dengan hinaan 

yang ditujukan kepada orang yang dimintai sedekah. Mengemis diperbolehkan 

jika ada kebutuhan mendesak atau ketika situasi kritis akan terjadi.10 

Pada dasarnya, mengemis sama saja dengan mempermalukan diri 

sendiri. Seseorang yang sudah terbiasa dengan meminta-minta kepada orang lain 

maka akan membuat ketergantungan dan selalu merasa membutuhkan 

pertolongan orang lain tanpa mau berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Seseorang muslim hendaknya bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya karena kewajiban seseorang manusia hanyalah beribadah 

dan berusaha. 

 
Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat 4, no. 1 (2020): 1–44, https://doi.org/10.28944/el-

waroqoh.v4i1.417. 
9 Corriana, “Hukum Mengemis Dalam Islam Dan Dalilnya,” Dalamislam.com, 2017, 

https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-mengemis-dalam-islam. 
10 Putri Balqis, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Anjuran Menyantuni Fakir Miskin 

Dan Hubungan Nya Dengan Larangan Memberi Sumbangan Kepada Pengemis Di Banda Aceh,” 

2021. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 

1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis11. Gelandangan 

adalah orang orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma 

kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai 

tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup 

mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang 

mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan 

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.12 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah 

pengemis dan gelandangan..13 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vonny Aprilia Siregar dan 

Dedi Kusuma Habibie (2024) yang berjudul “Efektivitas Implementasi 

Kebijakan Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru (Studi Gelandang dan 

Pengemis)” disimpulkan Kebijakan ketertiban sosial Kota Pekanbaru belum 

diterapkan secara efektif, menurut sebuah studi tentang pengemis dan anak 

jalanan.  Kurangnya koordinasi di antara pelaksana kebijakan, sasaran yang 

menolak bantuan, penegakan sanksi yang lemah, kurangnya partisipasi 

masyarakat, dan ketidakhadiran lembaga sosial yang secara khusus ditujukan 

 
11 Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 

Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis,” 1980 Angewandte 

Chemie International Edition, 6(11), § (1980), 

https://www.bphn.go.id/data/documents/80pp031.pdf. 
12 Denisa Putri Rahmawan et al., “Alih Fungsi Pengemis: Dari Pengangguran Menjadi 

Profesi. Bagaimana Islam Memandang Hal Tersebut?,” Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial 

Humaniora 4, no. 3 (2023): 191–209, https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.197. 
13 RAIRA HUMAIRA, “EFEKTTIVITAS PENANGANAN PENGEMIS DI INDONESIA 

(SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW),” 2024, http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37852. 
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untuk pengemis usia kerja merupakan beberapa faktor yang menghambat 

efisiensi implementasi kebijakan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Dary Alwan (2025) 

yang berjudul “Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan 

Pengemis” disimpulkan bahwa Dinas Sosial belum berjalan secara optimal. 

Meskipun kebijakan telah memiliki tujuan yang jelas secara normatif, namun 

dalam praktiknya belum didukung oleh standar operasional yang terukur dan 

pemahaman menyeluruh dari seluruh pelaksana. Keterbatasan sumber daya, baik 

dari sisi jumlah petugas, sarana prasarana, maupun anggaran, menjadi hambatan 

utama dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, koordinasi antarinstansi seperti 

dengan Satpol PP masih bersifat insidental dan belum dibangun dalam sistem 

kerja sama yang berkelanjutan. Kondisi sosial dan budaya masyarakat yang 

masih terbiasa memberi kepada PGOT juga turut menghambat efektivitas 

kebijakan, ditambah belum adanya edukasi publik yang masif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Baihaqi Hakim 

(2023) yang berjudul “Efektivitas Penerapan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial DIY Dari 

Tahun 2020-2022” disimpulkan bahwa penerapan Perda DIY Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial DIY 

telah dilakukan secara efektif, tetapi masih ada kekurangan dalam upaya 

pencegahan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Dinas Sosial DIY perlu 

meningkatkan lagi upaya preventif dan pengawasan terhadap bantuan sosial 

yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. 



7 
 

Meskipun kebijakan tentang penanganan pengemis dan gelandangan 

telah dibuat, namun masih banyak pengemis dan gelandangan yang masih 

banyak dijumpai di daerah perkotaan bahkan di setiap daerah yang tersebar 

diseluruh Indonesia. Pemerintah Daerah terus mengupayakan untuk pembuatan 

Peraturan daerah terkait Ketertiban Umum yang dimana didalam Peraturan 

tersebut terdapat pasal yang melarang untuk menjadi pengemis dan gelandangan. 

Menurut konsep kesejahteraan sosial, masalah sosial ditangani dengan cepat dan 

menghambat kemajuan masyarakat; oleh karena itu, diperlukan suatu sistem 

dukungan sosial yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab 

pemerintah perlu diperkuat untuk kepentingan masyarakat umum.14 

Kabupaten Sukoharjo salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Tengah yang mempunyai 12 Kecamatan di sekitarnya, yaitu Kecamatan 

Bulu, Nguter, Sukoharjo, Kartasura, Tawangsari, Weru, Grogol, Mojolaban, 

Polokarto, Bendosari, Baki, Gatak. Dengan luas wilayah 489,12 km², 

menjadikan Kabupaten Sukoharjo dijuluki sebagai kota tekstil karena banyak 

sekali tersebar industri tekstil di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan 

yang masih terjadi di Kabupaten Sukoharjo adalah masih sering dijumpai 

pengemis dan gelandangan, hal tersebut dapat menyebabkan keindahan tatanan 

kota kabupaten Sukoharjo dapat terganggu, para pengemis dan gelandangan ini 

dapat ditemui di setiap pemberhentian lampu merah, tidak hanya disitu saja di 

dalam pasar, ataupun pusat perbelanjaan dan di saat ada kegiatan Car Free Day 

yang diadakan oleh Pemerintah Daerah setiap hari minggu di Alun-Alun Satya 

 
14 Wahyu Ramadhani, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis,” Jurnal 

Hukum Samudra Keadilan 16, no. 1 (2021): 156–67, https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2666. 
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Kabupaten Sukoharjo. Para pengemis dan gelandangan ini menyebabkan 

kerisihan dan keresahan untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah membuat Peraturan 

Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang di dalam Perda 

tersebut tertuang di dalam pasal 30 huruf a yang berbunyi “Setiap orang atau 

badan dilarang: Menjadi pengemis dan pengamen, pedagang asongan dan 

pengelap mobil di jalan.15 Selain daripada pembuatan Perda, Pemerintah juga 

sudah memperingatkan kepada para pengemis dan gelandangan dengan 

pemasangan Plang yang berada di Bundaran Patung Pandawa Solo Baru dengan 

bertuliskan “KAWASAN TERTIB”. Untuk mewujudkan semboyan Kabupaten 

Sukoharjo yaitu “Sukoharjo Makmur” berarti Sukoharjo yang sejahtera, maju, 

aman, konstitusional, mantap, unggul, dan rapi. Kata "makmur" sendiri 

merupakan akronim dari kata-kata tersebut, yang merupakan visi dan misi 

pemerintah Kabupaten Sukoharjo.16 

Dalam hal ini, Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam 

penanganan pengemis dan gelandang adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo memiliki kewajiban dan wewenang dalam 

melaksanakan penertiban dan penanganan pengemis dan gelandangan yang 

sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014. Satuan Polisi 

Pamong Praja memiliki tanggung jawab dalam menegakkan Peraturan Daerah 

di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dan Dinas Sosial yaitu salah satu dari 

 
15 Bupati Sukoharjo, “PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 

TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM,” Pub. L. No. 3, 1 1 (2014), 

https://peraturan.bpk.go.id/Download/195232/3-2014.pdf. 
16 Fella Mulyawati et al., “Analisis Makna Pada Semboyan Daerah Se-Solo Raya : Tinjauan 

Semantik,” The 10th University Research Colloqium, 2019, 114–20. 
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kepentingan dinas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dalam hal penanganan pengemis dan 

gelandangan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini tindakan apa saja 

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten 

Sukoharjo dalam penanganan pengemis dan gelandangan dan apakah Peraturan 

Daerah No 3 Tahun 2014 dalam pasal 30 sudah bisa dikatakan Efektif untuk 

menangani pengemis dan gelandangan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan latar Belakang tersebut, peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH 

NO 3 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN PENGEMIS DAN 

GELANDANGAN DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO”. 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah berfungsi sebagai pembatas agar ruang lingkup 

masalah yang dimaksudkan penulis tidak meluas di luar fokus utama penelitian. 

Pada skripsi ini penulis hanya akan membahas terkait dari Efektivitas Peraturan 

Daerah No 3 Tahun 2014 Dalam Penanganan Pengemis dan Gelandangan Di 

Wilayah Kabupaten Sukoharjo 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan rumusam masalah 

sebagai berikut:  

1. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah terkait 

khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan 

pengemis dan gelandangan? 

2. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 dalam 

penanganan pengemis dan gelandangan? 



10 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Objektif  

a. Untuk mengetahui tindakan para instansi yang terkait khususnya Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan pengemis dan 

gelandangan 

b. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 sudah 

berjalan dengan baik atau belum dalam penanganan pengemis dan 

gelandangan sesusia dengan teori Soejono Soekanto.  

2. Tujuan Subjektif 

a. untuk menyelesaikan tugas-tugas dan syarat-syarat guna memperoleh 

gelar kesarjanaan strata 1 (S1) dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman hukum, khususnya 

yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara mengenai 

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 dalam penanganan pengemis dan 

gelandangan. Dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama 

mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  
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a. Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dan pembaca 

mengenai pemahaman yang lebih baik terkait tindakan para instansi dan 

efektivitas Peraturan daerah dalam penanganan pengemis dan 

gelandangan  

b. Memberikan refrensi kepada para akademis dan informasi bacaan yang 

diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, dan menjadi 

referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian 

serupa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang efektifitas 

Peraturan Daerah dalam penanganan pengemis dan gelandangan  

b. Memberikan informasi dan kontribusi kepada akademisi lain yang ingin 

mempelajari tentang efektivitas Peraturan daerah.  

E. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran 

yang ringkas tentang hubungan antara gagasan-gagasan utama yang akan diteliti 

dan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yang dilakukan 

oleh peneliti.17 Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan suatu 

rancangan yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian. Menurut Sugiyono kerangka berpikir adalah model konseptual  

 

 
17 Salsabila Maisah A, “Menyusun Proposal Penelitian (Bagian BAB II Landasan Teori, 

Kerangka Berpikir Dan Hipotesis),” Unit pengelola Jurnal Ilmiah UMSU, 2025 

https://uptjurnal.umsu.ac.id/menyusun-proposal-penelitian-bagian-bab-ii-landasan-teori-kerangka-

berfikir-dan-hipotesis/. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

bagaimana teori berhubungan.18 Pada penelitian ini menggunakan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 
18 Anita Latifah, S.Si, SH, MH, “Keragka Berpikir Dan Kerangka Konsep,” in Metodologi 

Penelitian Kesehatan (Rizmedia Pustaka Indoensia, 2023). 
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Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai pedoman bagi penulis dalam 

menjawab terkait permasalahan yang akan diteliti. Pada fondasi teratas yaitu 

terdapat hal yang melatarbelakangi munculnya pengemis dan gelandangan. 

Kemudian Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang terdapat dalam 

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.  

Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, 

terdapat instansi pemerintah daerah yang menjalankan peraturan daerah yaitu 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.  

Penelitian ini menggunakan Teori Efektifitas Hukum oleh seorang ahli 

hukum yaitu Soerjono Soekanto untuk menilai apakah Peraturan Daerah 

tersebut dapat dikatakan Efektif atau tidak. Dalam Teori Soejono Soekanto 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu; 

Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Saran dan Prasarana, Faktor 

Masyarakat, dan yang terakhir Faktor Kebudayaan.  

Dalam fondasi terakhir terdapat rekomendasi dan saran dari peneliti 

terkait permasalahan efektivitas penanganan pengemis dan gelandangan di 

wilayah Kabupaten Sukoharjo, agar terdapat perubahan yang signifikan untuk 

Pemerintah Daerah dalam menagani pengemis dan gelandangan.  

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisas dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dan 

konsisten.  Sistematis berarti hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana 

dan fase yang telah ditetapkan dengan jelas, agar kemudian hasilnya  dapat 

berupa temuan ilmiah dalam bentuk produk, proses, analisis ilmiah. 
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Metodologis pada penggunaan teknik yang presisi dan konsisten, artinya tidak 

ada konflik di dalam kerangka kerja tertentu.19 Dalam penelitian ini, metode 

peneleitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 

peraturan Perundang-undangan atau statute approach, pendekatan kasus 

atau case approach, dan pendekatan konseptual atau conseptual approach. 

Pertama pendekatan perundang-undangan atau statute approach yang 

digunakan bertujuan untuk mengungkap makna dan tafsir dari teks 

perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran gramatikal, penafsiran 

berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, argumentation a contrarium 

dan berbagai metode penafsiran lainnya.20  Selanjutnya pendekatan kasus 

atau case approach, pendekatan ini dilakukan degan mempelajari perkara-

perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam 

putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam 

merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.21 Adapun pendekatan 

konseptual  atau  conceptual approach, pendekatan ini digunakan untuk 

menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang 

memiliki banyak penafsiran (multitafsir). Dalam hal ini jika peneliti salah 

 
19 M.A.P Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian 

Normatif, Empiris, Dan Gabungan (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022). 
20 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum (Alumni, 2000). 
21 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris 

Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20, 

https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14. 
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ketika memahami konsep hukum, maka merupakan konsekuensi logis akan 

mengalami kesalahan dalam penelitiannya.22 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

hukum normatif empiris. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif empiris 

ini menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan sejumlah 

komponen empiris.  Penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) 

dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat 

merupakan topik lain yang dibahas dalam penelitian hukum normatif 

empiris. Studi hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan 

argumen, teori, atau konsep yang baru guna memberikan rekomendasi dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi.23 Adapun penelitian hukum empiris 

merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami 

hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan 

dalam lingkungan masyarakat.24 Penelitian hukum normatif empiris ini pada 

dasarnya untuk penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan 

adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris, dalam penelitian 

normatif empiris membahas juga mengenai implementasi ketentuan hukum 

normatif (undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam suatu masyarakat.25 Penelitian ini dikategorikan sebagai 

 
22 Yira Dianti, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” 

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2020, 5–24, http://repo.iain-

tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf. 
23 Iman Jalaludin Rifa’i, “Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum,” Metodologi 

Penelitian Hukum 6 (2023). 
24 Ibid 8.  
25 M.H. Muhammad Syahrum, S.T., PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 

HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN, PROPOSAL, LAPORAN 
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penelitian normatif empiris dikarenakan akan memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif tentang efektivitas Peraturan daerah No 3 Tahun 2014 

dalam penanganan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Sukoharjo, dan 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan 

perbaikan hukum di kabupten Sukoharjo. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penetapan lokasi penelitian ialah tahapan yang sangat penting dikarenakan 

dapat mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian 

ini sekaligus untuk membatasi dalam ruang lingkup penelitian.26 Lokasi 

penelitian dilakukan dalam wilayah tertentu, dan lembaga tertentu dalam 

masyarakat. Diputuskannya lokasi penelitian bertujuan untuk mempermudah 

penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja dan kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.  

4. Sumber dan Jenis Data  

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data, yakni; 

a. Data primer  

 
SKRIPSI DAN TESIS, ed. Irfan Marhan (Riau: DOTPLUS Publsher, 2022), 

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hNFiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=peneli

tian+hukum+normatif+empiris+adalah&ots=AXOV5Boked&sig=2CDDgV-z-

48Xi6HKQW5o5OQz48U&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian hukum normatif empiris 

adalah&f=false. 
26 Surokim, “Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi,” Pusat Kajian 

Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016, 285, 

http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-

JADI.pdf. 
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Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh 

penulis dari hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan terkompilasi. 

Data Sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum, 

yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang 

memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah 

hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Bahan hukum ini akan 

menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian dengan 

mengkaitkan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Bahan 

hukum primer tersebut yakni; 

a) Peraturan Daerah Kota Sukoharjo No.3 Tahun 2014 Tentang 

Ketertiban Umum, 

b) Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 

Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, 

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial 

e) Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Sukoharjo Nomor: 300/3147/2021, 
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f) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 

Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah, 

g) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, 

h) Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/322/2017 

tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Penanggulangan 

Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dibuat untuk 

menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder bisa berupa buku-buku, literatur, artikel jurnal, hasil 

penelitian terdahulu yang dimuat didalam skripsi, tesis maupun 

disertasi, dan pendapat ahli yang membahas keterkaitan antara 

pengemis dan gelandangan dengan aspek ketertiban umum. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat 

pelengkap, menyediakan petunjuk ataupun pendukung lebih lanjut 

terhadap bahan huikum tersier, seperti kamus hukum. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

data sebagai berikut:  
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a. Wawancara  

Menurut Stewart, Cash dan Wien, Untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan, wawancara adalah proses komunikasi 

interaktif yang biasanya terdiri dari pertanyaan dan jawaban antara 

dua orang, setidaknya salah satunya memiliki tujuan yang serius 

dan terdefinisi dengan jelas..27 Penelitian ini akan melakukan 

wawancara dengan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja 

bagian Ketertiban dan ketentraman Masyarakat dan Kepala Dinas 

Sosial Kabupaten Sukoharjo. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi 

melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti, metode ini bersumber 

dari nonmanusia. Salah satu bahan dokumentasi adalah foto. Foto 

mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi.28 

c. Studi Kepustakaan  

Studi kepustkaan adalah metode pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan dan mecari data sekunder yang relevan dengan 

topik penelitian. Data tersebut dapat berupa peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal penelitian terdahulu, dan dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti.29  

 
27 Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur, “Metode Pengumpulan Data 

Melalui Wawancara,” Sebuah Tinjauan Pustaka, 2023, 1–89. 
28 M.M Prof. Dr. Afifuddin and M.Si. Dr. Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Jawa Barat: CV PUSTAKA SETIA, 2018). 
29 Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” Jurnal 

Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 (2022): 1–9, https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951. 
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6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.30 

Penyajian pembahasan setelah dianalisis secara kualitatif akan 

dilakukan secara deskriptif yang bertujuan membuat gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.31 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu 

metode yang digunakan untuk mengembangkan teori atau hipotesis 

berdasarkan pengamatan dan analisis data hukum, berdasarkan beberapa 

kasus hukum yang serupa, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum 

tertentu efektif dalam menangani masalah hukum tertentu. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan pembahasan 

yang disajikan dalam skripsi ini, perlu dirumuskan suatu sistematika sebagai 

acuan dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) 

bagian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN:  

Pada bab ini menjadi sebuah pengantar dan membahas mengenai latar 

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

 
30 V. Wiratna Sujarweni, METODOLOGI PENELITIAN (Yogyakarta: PT. PUSTAKA 

BARU PRESS, 2022). 
31 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), h.16. 
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manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta yang terakhir 

adalah sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi uraian segi-segi teoritis dari masalah yang diteliti, 

artikel jurnal ilmiah dan lain sebagainya, yang mana dapat digunakan sebagai 

refrensi untuk mendukung peneliti dalam memproses analisis masalah yang 

sedang dibahas oleh penulis.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menyajikan temuan penelitian dan menjawab rumusan 

masalah atau tujuan penelitian yang telah diuraikan, menyajikan keterbatasan-

keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, untuk mengetahui 

tindakan para instansi yang terkait khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Dinas Sosial dalam penanganan pengemis dan gelandangan. Dan untuk 

mengetahui efektivitas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 sudah berjalan 

dengan baik atau belum dalam penanganan pengemis dan gelandangan sesuai 

dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan 

diuraikan mengenai kesimpulan dan saran Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 

3 tahun 2014 Dalam Penangaan Pengemis dan gelandangan di wilayah 

Kabupaten Sukoharjo untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan 

oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya. 

 

  


